BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis
yuridis putusan pengadilan tata usaha negara padang nomor
17/G/2024/PTUN.PDG perspektif siyasah dusturiyah yang telah penulis
sampaikan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat

menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim PTUN Padang mengabulkan gugatan PT Laras Inter Nusa
(PT LIN) karena Keputusan Bupati Pasaman Barat terkait kewajiban
fasilitasi kebun masyarakat dianggap melanggar hukum dan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kecermatan
dan kepastian hukum dengan membebankan kewajiban lahan seluas
1.400 hektar, padahal secara faktual kekurangan kewajiban Perusahaan
hanya tersisa 19 hektar setelah memperhitungkan realisasi kebun plsma
sebelumnya. Selain itu, Keputusan tersebut dianggap cacat prosedur
karena menunjuk koperasi penerima secara sepihak tanpa
mempertimbangkan ketersediaan lahan objektif diluar area Izin Usaha
Perusahaan sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 98 Tahun
2013.

Putusan ini menunjukkan bahwa peradilan tata usaha negara berfungsi
sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dan
pihak yang memperoleh kewenangan dari negara. Hakim tidak hanya
menilai aspek formal dari suatu keputusan atau tindakan administrasi,
tetapi juga mempertimbangkan dampak substansifnya terhadap hak-hak
masyarakat. Dengan demikian, putusan PTUN Padang tersebut
memberikan kepastian hukum (istigarar al-ahkam) serta menegaskan

bahwa kewenangan yang diberikan oleh negara harus dijalankan sesuai
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dengan tujuan pemberian kewenangan itu sendiri, yakni untuk
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

2. Pandangan Siyasah Dusturiyah, putusan tersebut dinilai telah memenuhi
prinsip keadilan (‘adl) dan kemashlahatan (Maslahah), karena hakim
berperan mengoreksi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak
terukur (Takhabbut al-sultah) dan tidak berbasis data memadai guna
mencegah konflik yang lebih luas serta menjamin kepastian hukum bagi
semua pihak yang terlibat. Putusan tersebut mencerminkan upaya
menempatkan kekuasaan dan kewenangan dalam batas-batas hukum
agar tidak menimbulkan kezaliman (al-zulm) serta mencegah terjadinya
penyalahgunaan wewenang dalam praktik pemerintahan dan kegiatan
usaha.

Dalam konteks ini, hakim PTUN dapat dipahami menjalankan peran
yang serupa dengan ghadi al-mazalim, yaitu hakim yang berwenang
mengadili tindakan penguasa atau pihak yang diberi kewenangan negara
apabila tindakan tersebut merugikan masyarakat. Penegasan kewajiban
fasilitasi pembangunan kebun masyarakat merupakan bentuk konkret
penerapan kaidah dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih, yakni
mendahulukan pencegahan kerusakan dan ketidakadilan daripada
sekadar mengejar kepentingan ekonomi semata. Dengan demikian,
putusan ini tidak hanya memiliki legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi
normatif dalam perspektif siyasah dustiriyyah karena berorientasi pada
keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat.
5.2 Saran
1. Kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat
Pemerintah Daerah diharapkan lebih tegas dan konsisten dalam
menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum
terhadap perusahaan perkebunan, khususnya dalam pelaksanaan
kewajiban fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana

diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
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Perkebunan. Ketegasan tersebut perlu diwujudkan melalui penerapan
sanksi administratif secara efektif terhadap Perusahaan yang tidak
melaksanakan Surat Keputusan Bupati, guna menjamin kepastian
hukum dan keadilan bagi masyarakat adat Kinali.

. Kepada PT Laras Inter Nusa

PT Laras Inter Nusa seharusnya melaksanakan kewajiban fasilitasi
Pembangunan kebun masyarakat secara sungguh-sungguh sebagai
bentuk tanggung jawab hukum dan sosial Perusahaan. Dalam
perspektif Siyasah Dusturiyah, Perusahaan sebagai pihak yang
memperoleh manfaat dari penguasaan lahan negara wajib menjunjung
prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah),
dan Amanah, sehingga pelaksanaan kewajiban kebun plasma tidak
hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai
Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sekitar perkebunan.

. Kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Hakim PTUN dalam memeriksa dan memutus perkara serupa di masa
mendatang diharapkan tidak hanya berpegang pada aspek formal-
prosedural, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan
substantif, perlindungan hak masyarakat, dan kemashlahatan umum.
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyah yang
menempatkan hukum sebagai instrument untuk menjaga hak rakyat
dan mencegah kezaliman dalam penyelenggaraan kekuasaan.

. Kepada Masyarakat Adat Kinali

Masyarakat Adat Kinali diharapkan terus memperjuangkan hak-
haknya melalui jalur hukum yang konstitusional dan dialog yang
konstruktif dengan pemerintah serta perusahaan. Penguatan
kelembagaan koperasi dan peningkatan pemahaman hukum
masyarakat menjadi penting agar posisi tawar Masyarakat semakin
kuat dalam menuntut pelaksanaan kewajiban kebun plasma secara

adil dan berkelanjutan.
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5. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian
selanjutnya yang mengkaji kewajiban kebun plasma, sengketa HGU
dan peran PTUN dalam perspektif Hukum Tata Negara islam.
Penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan
pendekatan empiris guna memperoleh gambaran yang lebih
komprehensif =~ mengenai implementasi  kewajiban fasilitasi

pembangunan kebun masyarakat di lapangan.
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